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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) merupakan salah bentuk mekanisme 

pelayanan penempatan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh pelaksana penempatan 

tenaga kerja kepada pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja dari satu 

Provinsi ke wilayah Provinsi lain. Untuk memberikan pelayanan penempatan 

tenaga kerja kepada pencari kerja maupun kepada pemberi kerja diperlukan 

pelayanan antar kerja yang berfungsi untuk mengetahui penawaran dan permintaan 

tenaga kerja, sehingga disatu sisi pencari kerja mendapatkan pekerjaan yang 

diinginkan dan disisi lain pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja sesuai 

dengan kebutuhan.  

Berdasarkan hasil peneliti tersebut  peneliti dapat menyimpulkan sesuai dengan 

Peranan Soerjono Soekonto yang dibagi atas 3 yakni : 

1) Peran Aktif  dari Disnaker pada penempatan tenaga kerja dalam 

memberikan perlindungan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) sudah 

berjalan dengan baik namun masih kurangnya masyarakat yang tidak mau 

mendaftarkan diri pasa Disnaker Kab.TTU. 

2) Peran Partisipatif dapat di lihat dari peran Disnaker dalam perjanjian waktu 

kerja dengan memberikan paling lama 5 tahun bekerja di daerah lain , 

seteleh pulang ke daerah asal tenaga kerja mampu merintis usaha sendiri 

(berwirausaha) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 
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3) Peran Pasif dapat di lihat dari peran Disnaker dalam melakukan bimbingan 

pelatihan guna melatih kemampuan disiplin dan keterampilan para tenaga 

kerja. 

 5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti dapat memberikan saran yaitu: 

1) Diharapkan di masa yang akan datang Peran Disnaker Kab.TTU dalam 

penempatan dan perlindungan lebih ditingkatkan agar tidak terjadi hal-hal 

yang diinginkan misalnya penyiksaan oleh majikan kepada tenaga kerja. 

2) Dalam memfasilitasi para pencari kerja seharusnya Disnakertrans Kab.TTU 

lebih memperhatikan akan kebutuhan pencari kerja serta memberi 

pemahaman akan hal-hal yang diperlukan dalam dunia kerja, serta 

memperluas lagi penyebaran informasi-informasi tentang lapangan 

pekerjaan kepada pencari kerja. 
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